PEMBINAAN STABILITAS
NASIONAL DINAMIS DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN

Dani Purwanegara*)

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengalami
perubahan sosial, politik, ekonomi dan keamanan nasional
sebagai akibat pembangunan nasional yang kurang
ditunjang oleh ketahanan sosial budaya sebagai landasan
untuk mencapai kemajuan pembangunan. Kenyataan sosial
budaya yang selama ini seolah terabaikan adalah kemaje-
mukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan yang
mencerminkan pola-pola adaptasi setempat maupun
perbedaan pengalaman sejarah. Kemajemukan masyarakat
dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia secara horisontal
dan vertikal itu sangat besar pengaruhnya terhadap persepsi
dan apresiasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam

pembangunan.

Dampak krisis nasional yang
diawali oleh krisis moneter telah
memporak-porandakan hasil-
hasil pembangunan selama ini,
mengakibatkan menurunnya ke-
tahanan nasional, menurunnya
kredibilitas penyelenggara nega-
ra, rendahnya kepercayaan rak-
yatdan dunia internasional ter-
hadap pemerintah. Penyebab
utamanya antara lain adalah
runtuhnya moral, nurani dan
etika bangsa, yang hampir me-
landa seluruh lapisan masya-
rakat. Salah satu implikasi yang
menonjol adalah terjadinya in-

stabilitas di seluruh lini. Untuk
memulihkan stabilitas nasional
bukanlah perkara ringan.
Upaya untuk memulihkan
kondisi stabilitas nasional masih
dihadapkan pada kenyataan
bahwa kondisi kehidupan bang-
sa Indonesia masih berada
dalam kondisi bangkit dari krisis
multidimensional, tingkat keper-
cayaan rakyat kepada pemerin-
tah belum sepenuhnya pulih.
Oleh karena ituy, pembinaan sta-
bilitas nasional selanjutnya harus
dapat menggugah bangsa Indo-
nesia untuk bangkit dan segera
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keluar dari krisis. Dalam melan-
jutkan reformasi harus tetap me-
megang teguh cita-cita bangsa
yaitu mewujudkan kehidupan
yang sejajar dan sederajat de-
ngan bangsa lain tanpa harus
meniru metodanya secara seram-
pangan.

Dinamika perubahan kehidup-
an manusia

Arus globalisasi mengarah-
kan kita pada pandangan ke
depan, tetapi pada saat yang
sama menghendaki pertimbang-
an yang realistis dan pragmatis
agar harapan kita dapat menja-
di kenyataan. Adalah sesuatu
yang tidak bisa dipungkiri bah-
wa masyarakatkita tengah meng-
alami masa transisi sebagai im-
plikasi langsung dari arus globa-
lisasi. Pada masa transisi ini te-
ngah terjadi perubahan penting
di bidang politik, ekonomi, ke-
amanan, hukum dan sosial bu-
" daya. Perubahan yang terjadi

bukannya tanpa visi, masukan

dan orientasi. Misalnya peru-
bahan itu disertai orientasi baru
yang sangat memberlakukan
nilai, pendekatan serta dinami-
ka ekonomi pasar. Perubahan
itu disertai kesadaran, kemauan
dan kenyataan saling bersaing ke
dalam dan ke luar negeri.

- Perubahan itu bahkan juga
menyentuh munculnya kekuat-
an-kekuatan sosial baru dalam
masyarakat. Munculnya kekuat-
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an-kekuatan sosial yang baru,
mau tidak mau bergerak dan
perpengaruh terhadap pe-
rikehidupan sosial politik dan
sosial ekonomi. Jika kita terus
menerus membiarkan masya-
rakat bangsa kita, sekedar terba-
wa oleh fragmentasi perpolitik-
an dan persaingan sosial politik
dan sosial ekonomi akan mem-
buat masyarakat bangsa yang
majemuk ini semakin tak acuh
bahkan saling curiga, kita tidak
akan mampu memanfaatkan
kesempatan serta menjawab tan-
tangan.

Resultante dari dinamika poli-
tik ekonomi dalam konteks pem-
bangunan adalah kecenderung-
an dan arah yang bergerak un-
tuk memperbaharui, menyegar-
kan dan memperkukuh kebersa-
maan serta persatuan. Demiki-
an banyaknya unsur perubah
yang sangat dinamis mempe-
ngaruhi berabagai aspek kehi-
dupan bangsa sehingga mendo-
rong bangsa Indonesia terbawa
keposisi sulit, apakah mampu
bertahan, keluar sebagai pe-
menang atau kalah dalam per-
caturan global.

Usainya perang dingin telah
menimbulkan percepatan dan
perubahan yang mendasar da-
lam tata kehidupan antar bang-
sa. Perubahan tersebut antara
lain menguatnya saling keter-
kaitan dan ketergantungan an-
tara masalah nasional dengan
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masalah regional dan global.
Banyak kemudahan yang dida-
pat oleh masyarakat melalui ja-
ringan komunikasi global sehing-
ga praktis hubungan antar indi-
vidu tidak lagi mampu dihambat
oleh otoritas negara.

Kondisi di atas telah melahir-
kan gelombang reformasi nasio-
nal, maraknya demokratisasi
dan HAM membuka peluang
yang lebih luas kepada masya-
rakat untuk mengekspresikan
tuntutan dan aspirasi, hak sosial
dan politik masing-masing secara
lebih bebas. Pada kondisinya
yang ekstrim ekpresi kebebasan
tersebut sering kali meniadakan
kebebasan orang lain akibat
yang lebih luas adalah timbulnya
ekspresi kelompok masa yang
meniadakan kelompok masa
lainnya, menimbulkan konflik
horizontal, bahkan meningkat
menjadi tindakan kekerasan,
pada gilirannya menimbulkan
instabilitas. Bila hal ini tidak da-
pat dikendalikan bukan musta-
hil dapat membahayakan stabi-
litas nasional, keamanan dan
kesejahteraan masyarakat.

Singkat kata globalisasi, refor-
masi nasional dan eforia refor-
masi yang salah kaprah tidak
menjamin terpeliharanya sta-
bilitas nasional, oleh sebab itu
untuk membina stabilitas nasio-
nal agar mampu memberikan
kontribusi bagi berkembangnya
keamanan dan kesejahteraan

masyarakat, menjadi keharus-
an.

Hakekat Stabilitas Nasional
Dinamis

Stabilitas Nasional pada hake-
katnya adalah kondisi Ketahan-
an Nasional pada sasaran, ruang
dan waktu tertentu. Stabilitas
nasional sebagai kondisi kontek-
stual kehidupan nasional meng-
ikuti kaidah Ketahanan Nasional
yaitu senantiasa bersifat dinamis,
artinya selalu berubah menurut
ruang, waktu dan sasaran ter-
tentu. Kondisi stabilitas nasional
dinamis ditentukan oleh derajat
interdependensi, interaksi dan
interelasi aspek politik, ekonomi,
sosial budaya dan pertahanan
keamanan. Derajat interdepen-
densi tersebut ditentukan oleh
tiga kata kunci yaitu loyalitas,
komitmen dan disiplin antar aspek
kehidupan yang dicerminkan
oleh tatalaku aktor yang terlibat
didalamnya, dalam hal ini war-
ga masyarakat yang menjadi inti
penggerak aspek kehidupan
yang bersangkutan.

Komponen-komponen yang
sangat mempengaruhi kondisi
stabilitas nasional adalah kondi-
si politik, ekonomi, sosial budaya
dan militer sebagai ilustrasi da-
patkita gambarkan sebagai ling-
karan stabilitas berada ditengah,
dikelilingi lingkaran politik, eko-
nomi, sosial budaya dan militer.
Bila terjadi gaya sentripetal
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maka keempat lingkaran akan
saling mengumpul menjadi satu
membentuk kondisi yang se-
makin stabil. Sebaliknya gaya
sentrifugal akan menjauhkan
keempat lingkaran poleksosbud-
mil tersebut atau dengan kata
lain kondisi negara semakin
kurang stabil. Sedangkan selisih
gaya sentripetal dan gaya sentri-
fugal adalah derajat toleransi
yang masih dapat dianggap sta-
bil.

Sesuai dengan karakter keta-
hanan nasional yang harus se-
nantiasa dibina maka kondisi sta-
bilitas nasional harus pula dibi-
na secara berkesinambungan.
Pembinaan tersebut dilakukan
oleh seluruh komponen kekuat-
an bangsa sesuai dengan posisi,
fungsi dan kemampuan masing-
masing komponen. Dalam hal
ini, pemerintah adalah pengem-
ban fungsi, fasilitasi, regulasi dan
kontrol terhadap seluruh aspira-
si, ekspresi dan partisipasi kom-
ponen kekuatan masyarakat
bangsa. Oleh sebab itu pembi-
naan stabilitas nasional dinamis
kata kuncinya terletak pada ke-
mampuan pemerintah untuk
merespon aspirasi, ekspresi dan
partisipasi masyarakat dalam

“seluruh aspek kehidupan.
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Paradigma Nasional Sebagai
Isu Pokok Permasalahan Sta-
bilitas Nasional

Untuk dapat dioperasikan da-
lam sistem kenegaraan, Wa-
wasan Nusantara harus diim-
plementasikan dengan penja-
baran sebagai Sistem Kehidupan
Nasional atau Sistem Kehidupan
Bernegara. Sistem Kehidupan
Nasional , memberikan dorongan
untuk mempertahankan kelang-
sungan hidup bangsa dan nega-
ra, serta memberikan dorongan
guna peningkatan daya kreasi
integrasi, emansipasi dan evolu-
si bangsa dan negara, Sistem
Kehidupan Nasional demikian
itu merupakan konsep Ketahan-
an Nasional yang berarti kon-
disi dinamik suatu bangsa, yang
berisi keuletan dan ketangguhan,
yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan na-
sional, di dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan,
ancaman, hambatan dan gang-
guan , baik yang datang dari luar
maupun dari dalam. Dari penger-
tian Ketahanan Nasional (Tan-
nas) tersebut, maka Tannas mem-
punyai sifat ganda, yaitu sebagai
kondisi, sebagai sistim atau tota-
litas yang utuh, dan sebagai sa-
rana untuk memecahkan per-
soalan nasional.

Dalam suatu masyarakat la-
zimnya dapat dikenal pelbagai
kelembagaan hidup yang mem-
punyai kekuasaan untuk menen-
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tukan norma-norma (patokan-
patokan) dan aturan-aturan ter-
tentu yang berlaku dalam
masyarakat itu, sistem kelem-
bagaan hidup tersebut antara
lain adalah sistem ekonomi,
sistem keagamaan, sistem kese-
nian dan sistem keilmuan.
Sistem-sitem kelembagaan hidup
tersebut secara umum menggam-
barkan suatu tahap kehidupan
rakyat yang disebut Sistem Ke-
hidupan Masyarakat.

Sistem Kehidupan Masya-
rakat dibina menurut norma-
norma dan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan untuk
mengikat dan memaksa seluruh
masyarakat demi terpenuhinya
secara optimal kepentingan selu-
ruh rakyat. Tahap himpunan
kehidupan masyarakt yang te-
lah diatur secara ketat itu dise-
but Sistem Kehidupan Politik
Nasional demi tercapainya
efisiensi dan ekonomi dalam usa-
ha memenuhi kepentingan selu-
ruh rakyat tersebut, maka sistem
kehidupan Politik Nasional per-
lu dikelola melalui suatu tahap
yang disebut Sistem Administra-
si Negara, yang mengatur distri-
busi kekuasanan dalam negara.
Kemudian ditahapkan lebih lan-
jut ke dalam tatanan yang dise-
but Sistem Pembinaan Pemerin-
tahan yang fungsinya mengatur
pembinaan birokrasi dan tekno-
krasi sesuai pranatanya.

Sistem Kehidupan Masya-

rakat, Sistem Kehidupan Politik
Nasional, Sistem Administrasi
Negara dan Sistem Pemerintah-
an itu membentuk suatu totali-
tas yang utuh. Hubungan anta-
ra keempat sistem tersebut da-
lam membentuk Sistem Kehi-
dupan Nasional.

Untuk mengimplementasikan
Konsep Ketahanan Nasional,
dikembangkan tiga macam mo-
del, yaitu: (1) Model normatif
atau model deskriptif. Untuk
menunjukkan ciri-ciri utama
sistem Nasional (Tannas), (2)
Model prediktif dapat mem-
perkirakan kemungkinan-ke-
mungkinan keadaan dan situa-
si lingkungan sistem Tannas
dibutuhkan untuk mengadakan
prognosa situasi yang akan da-
tang, (3) Model preskriptif. Un-
tuk mengadakan tindakan-tin-
dakan intervensi terhadap sistim
Tannas (yaitu membuat rencana
dan program) diperlukan untuk
mengadakan tindakan korektif
atau therapi terhadap sistim Tan-
nas agar memadai dengan kebu-
tuhan.

Setiap kehidupan nasional se-
lalu berada dalam suatu ling-
kungan, mengadakan interaksi
dengan lingkungan tersebut.
Lingkungan Strategik adalah sis-
tim di luar sistim kehidupan na-
sional yang mengadakan inter-
aksi dengan sistim kehidupan
nasional tersebut, dan dapat
menimbulkan ancaman, tan-
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tangan, hambatan dan/atau
gangguan (ATHG). Lingkungan
Strategik ini tidak dapat diubah
secara langsung oleh sistem ke-
hidupan nasional. Interaksian-
tara Sistem Kehidupan Nasional
dengan lingkungan Strategik
tersebut terjadi karena adanya
konsep Tannas. Oleh karena itu
dalam proses pemecahan per-
soalan nasional, lingkungan
strategik tersebut dihadapkan
dengan model Tannas.
Wawasan Nusantara kita
pandang sebagai dunia ideal
yang kita kejar, sedang Ketahan-
an Nasional merupakan dunia
nyata yang harus kita wujudkan,
maka pembangunan nasional
nerupakan proses kegiatan seluruh
bangsa untuk mewujudkan kondisi
yang memadai guna mampu ber-
tumbuh lebih lanjut dan mampu
menghadapi ancaman. Hasil pem-
bangunan nasional dalam bi-
dang keamanan berwujud sebagai
daya tangkal dan daya pukul

bangsa, sedang hasil pemba- -

‘ngunan nasional dalam bidang
kesejahteraan berwujud sebagai
daya imunitas dan daya berkem-
bang bangsa. Dengan demikian
pembangunan nasional mengan-
dung tiga komponen, yaitu
pengembangan fisik bangsa dan
negara; pembaharuan dan mo-
dernisasi, dalam arti peningkatan
cara-cara pendekatan dan pe-
' mecahan persoalan secara efi-
sien dan ekonomik.
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Seluruh lapisan rakyat mem-
punyai peran yang penting
yaitu: (1) Sebagai obyek, agar sta-
billtias nasional dapat diwujud-
kan seoptimal mungkin dan (2)
sebagai instrumen untuk menca-
pai sasaran tersebut; dikembang-
kan berbagai uapaya berkaitan
dengan kependudukan yang se-
cara filsafati dan secara biologik
dapat diterima sebagai manager-
entrepreneur yang harus dapat
mengelola proses pembangunan
pada pelbagai pranata pemba-
ngunan nasional. Dalam kon-
teks ini peran manajemen dan
kepemimpinan nasional sangat

vital.

Hubungan Pembangunan Na-
sional, Ketahanan Nasional
dan Stabilitas Nasional

Selama perjuangan mengisi
kemerdekaan, bangsa Indonesia
telah mengalami kemajuan yang
amat pesat (meskipun telah pula
terjadi penurunan kualitas ke-
hidupan pada era krisis sejak
tahun 1998). Dalam konteks itu-
lah timbul ekspresi dan aspirasi
masyarakat untuk turut serta
menentukan tingkat kesejahte-
raan dan keamanannya dalam
suasana kehidupan nasional
yang lebih harmonis.

Keinginan berpratisipasi da-
lam pembangunan adalah wu-
jud dari dambaan hidup ber-
demokrasi itu. Dalam ekonomi,
berarti turut serta dalam proses
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pengambilan keputusan ekono-
mi. Untuk memungkinkan ini
maka kesempatan memperoleh
asset dan sumber daya harus
terbuka bagi semua pihak tentu-
nya disesuaikan kemampuan
dan profesi masing-masing. Su-
paya kesempatan ekonomi terbu-
ka bagi semua, maka penentuan
keputusan politik yang mempe-
ngaruhi perolehan asset dan
sumber daya ekonomi harus
pula terbuka. Gagasan inilah
yang tersimpul dalam demokra-
si politik yang dibarengi demo-
krasi ekonomi seperti terungkap
dalam penjelasan Undang-Un-
dang Dasar 1945. Oleh karena
itu dimasa datang proses de-
mokrasi yang terus berlanjut
harus dibarengi dengan proses
desentralisasi didukung oleh
proses debirokratisasi dan dere-
gulasi. ‘

Dalam kerangka berfikir se-
perti tersebut di atas, maka peng-
hayatan dan pengamalan atas
Wawasan Nusantara (Wasan-
tara) dan Ketahanan Nasional
(Tannas) , merupakan jawaban
yang logik, Wawasan Nusan-
tara akan menjamin mantapnya
persatuan dan kesatuan nasional
secara serasi dan selaras, serta
tanggung jawab bangsa tentang
diri dan lingkungannya yang ser-
ba nusantara. Wawasan Nusan-
tara menjamin terwujudnya in-
tegritas, identitas dan eksistensi
nasijonal.Sedangkan Ketahanan
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Nasional akan menciptakan
suatu daya tangkal dalam meng-
hadapi dan mengatasi segala
bentuk dan hakikat ancaman,
baik dari dalam maupun luar
negeri. Ketahanan Nasional
menjamin terwujudnya keuletan
dan ketangguhan serta daya ta-
han nasional, yang sangat diper-
lukan dalam pembangunan.

Wasantara dan Tannas yang
diimplentasikan secara luwes
akan mampu menyamakan pola
pikir dan pola tindak, dalam
merencanakan dan melaksana-
kan Pembangunan nasional.
Mampu mengarahkan berbagai
kegiatan untuk meraih tujuan
bersama, serta mengurangi,
membatasi dan bahkan me-
niadakan kesenjangan, kesim-
pangsiuran maupun tumpang-
tindih pelaksanaan pemba-
ngunan. Pembangunan Nasio-
nal yang berwawasan Nusan-
tara, meletakkan persatuan dan
kesatuan bangsa sebagai syarat
mutlak bagi penyelenggaraan-
nya. Hal ini berarti, bahwa ke-
berhasilan Pembangunan Na-
sional tidak hanya diukur dari
kemajuan yang dicapai, tetapi
juga dari dampak yang ditimbul-
kannya terhadap persatuan dan
kesatuan bangsa, yang sangat
erat kaitannya dengan kehidup-
an dan kelangsungan hidup
bangsa.

Implementasi Ketahanan Na-
sional dalam kehidupan sehari-
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hari, akan tercermin dari adanya
keselarasan, keserasian dan kese-
imbangan, antara berbagai aspek
kehidupan yang satu dengan
yang lainnya, yang mencangkup
bidang ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya dan Pertahanan
Keamanan, serta sekaligus unsur
alamiah yang mendukungnya,
yaitu geografi, demografi, serta
sumber daya alamnya. Penye-
lenggaraan Pembangunan Na-
sional berdasarkan konsepsi Ke-
tahanan Nasional, serta keter-
paduan antara sektor sedemiki-
an rupa, sehingga hasil yang di-
capai pada suatu sektor akan
memperkuat sektor yang lain,
demikian pula sebaliknya. Pada
gilirannya mampu mewujudkan
stabilitas nasional dinamis.

Penegakan HAM Sebagai Inti
Permasalahan Stabilitas Na-
sional

Manusia sebagai individu
maupun sebagai masyarakat
adalah subyek sekaligus obyek
dari pembinaan stabilitas nasio-
nal. Oleh sebab itu inti perma-

‘ salahan pembinaan stabilitas na-
sional adalah manusia yang ter-
jamin hak-haknya sesuai prinsip
HAM. Dalam hal ini fungsi ne-
gara dalam penegakan HAM
meliputi fasilitas, regulasi dan
control terhadap penegakan

HAMitu.

© Untuk memahami lebih jauh

tentang penegakan HAM maka
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HAM yang dicita-citakan oleh
bangsa Indonesia dapat dilaku-
kan melalui dua cara, menelusuri
sejarah perkembangannya di
Eropa Barat untuk kemudian di-
terapkan ke dalam masyarakat
kita dewasa ini, atau mencarinya
dalam kandungan kehidupan
masyarakat Desa Indonesia yang
masih mempunyai “sociale struc-
tuur” yang asli (bukan Desa se-
perti yang ada dewasa ini yang
telah mengalami perubahan ber-
dasarkan Undang-undang No.
32 Th. 2002 tentang Pemerin-
tahan Daerah ) dan menyesuai-
kannya dengan perkembangan
asas-asas kehidupan negara
modern.

Dinegara-negara Barat HAM
senantiasa berawal dari hak-hak
individu dalam konstatasi “teor:
perjanjian” dan merupakan hak-
hak yang ‘tidak diserahkan’ ke-
pada negara, karena itu negara
tidak berhak mencampurinya
apalagi mengganggunya. HAM
di Barat adalah “inalienable
rights”, hak-hak yang tidak da-
pat dipindahtangankan. HAM di
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia yang berdasar faham Per-
satuan Indonesia dan berkonsti-
tusi UUD 1945 bukan hanya ada
tetapi juga berkembang dan di-
akui eksistensinya. Negarameng-
akui hak-hak asasi orang seorang
dan di samping itu mengakui
juga hak-hak kelompok seperti
keluarga, masyarakat, pagu-
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yuban masyarakat, dan negara.
Karena itu dinegara Republik In-
donesia HAM tidak berdiri sendi-
ri melainkan berdampingan de-
ngan kewajiban asasi manusia
(KAM), terhadap keluarganya,
terhadap masyarakatnya, dan
terhadap negaranya. Demikian
juga sebaliknya.

Negara Kesatuan Republik
Indonesia menempatkan manu-
sia dalam kedudukan yang ting-
gi. Sila Kemanusiaan Yang Adil
Dan Beradab menunjukkan hal
itu. Hak untuk diperlakukan
sama dalam hukum dan peme-
rintahan digariskan dalam Pasal
27 ayat (1) UUD 1945. Hak atas
pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan
juga diakui (Pasal 27 ayat (2).
Kemudian kemerdekaan ber-
serikat dan berkumpul, untuk
mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan dengan tulisan ditu-
angkan dalam ketentuan Pasal
28. Juga hak asasi yang paling
dalam yaitu hak tiap penduduk
untuk beragama dan beribadat
menurut agama dan keper-
cayaannya dijamin oleh Negara.

Selanjutnya penegakan HAM
akan semakin terjamin dalam
pemerintahan yang semakin
demokratis, demokrasi merupa-
kan suatu cita (idée) yang dalam
penyelenggaraannya tidak bebas
nilai, seluruh paradigma demo-
krasi berikut wawasan dasarnya,
tampak dalam sistem norma tata

kehidupan suatu bangsa serta
tampak pula dalam fakta empir-
ik penyelenggaraan kehidupan
politik sehari-hari dalam ke-
nyataan.

Paradigma demokrasi tentang
adanya hak untuk memperoleh
kekuasaan politik secara sah dan
lain-lain misalnya, harus tampak
dalam pemilihan umum dan
sistemnya, dalam aturan tata ter-
tib pengambilan keputusan,
dalam kebebasan menyatakan
pandangan dan pendapat yang
berbeda dan terbuka, dalam
penyediaan waktu yang cukup
bagi pembahasan dan diskusi
masalah-masalah kenegaraan
yang dihadapi.

Berbagai paradigma demokra-
si terlihat pada unsur-unsurnya
yang formal, antara lain: (1) Di-
akuinya hak untuk memperoleh
kekuasaan politik atas dasar per-
saingan yang sehat; (2) Adanya
sistim pengambilan keputusan
(politik) berdasar satu orang satu
suara; (3) Adanya kemungkinan
menganut berbagai pandangan
politik yang berbeda-beda (ke-
cuali yang dilarang oleh Un-
dang-undang) sehingga dimung-
kinkan dan dibenarkan adanya
perbedaan pendapat; (4) Dianut-
nya pengambilan keputusan
(politik) yang berdasar asas suara
terbanyak; (5) Dihormatinya
hak-hak mereka yang tergolong
minoritas dalam perbedaan pan-
dangan dan pendapat.



Dalam penyelenggaraan ben-
tuk pemerintahan yang disebut
demokrasi, wawasan dasar dari
semua itu adalah adanya dan
diakuinya serta dijaminnya asas
persamaan dan asas kebebasan.

Negara Republik Indonesia
yang diproklamasikan tanggal 17
Agustus 1945 menetapkan diri-
nya sebagai negara demokratis.
Hal itu terlihat dalam pokok-
pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar 1945, dalam Batang
Tubuh UUD 1945, dalam ber-
bagai produk hukum seperti
yang tercantum dalam Ketetap-
an-ketetapan MPR, dalam ber-
bagai Undang-undang, dan
dalam Peraturan-peraturan Pe-
laksanaannya.

Pokok-pokok Pikiran yang ter-
kandung dalam Pembukaan
UUD 1945 yang tidak lain adalah
Pancasila , wawasan demokrasi
(tertuang dalam rumusan Sila
ke-4, yaitu Kerakyatan Yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijak- .

sanaan dalam Permusyawarat-
an Perwakilan), Sistem Pemerin-
tahan Negara Indonesia di Pusat
tercermin dalam wujud Lemba-
ga-lembaga Negara seperti
MPR, Presiden,DPD dan DPR.
Selain itu lembaga demokrasi
tampak pula di Daerah seperti
Lembaga Perwakilan Daerah
(DPRD) dan dalam Sistem Pe-
‘merintahan Desa.

Beranjak dari pandangan bah-
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wa manusia adalah makhluk
perorangan (enkelwezen) dan
mahluk sosial (gemeenschap-
swezen) sekaligus, sebagai makh-
luk perorangan dalam hubung-
an dengan kelompoknya adalah
pribadi yang mengemban nilai-
nilai yang ‘abadi’ baginya—,
maka kontrak sosial masyarakat
bangsa juga mengemban nilai-
nilai sebagai cita yang abadi ba-
ginya. Bagi masyarakat bangsa
Indonesia nilai-nilai itu ialah se-
bagaimana yang terkandung
dalam Pancasila. Sila-sila Pan-
casila sebagai nilai-nilai dasar
yang satu demi satu relatif telah
diterima baik oleh bangsa Indo-
nesia maupun masyarakat Indo-
nesia pada umumnya, diharap-
kan dapat merupakan nilai-nilai
‘abadi’ dalam perjalanan pan-
jang sejarah bangsa dan negara
Indonesia.

Cita Negara Persatuan Indo-
nesia telah diterima oleh seluruh
rakyat dan bangsa Indonesia
dalam wujud UUD 1945, batang
tubuh UUD 1945 memuat atur-
an-aturan pokok, sedangkan pe-
rinciannya dan aktualisasinya
dalam kenyataan, dari waktu ke
waktu dijabarkan dalam aturan-
aturan pelaksanaannya.Dengan
demikian agar Cita Negara Per-
satuan Indonesia senantiasa da-

_pat menjadi ‘bintang pemandu’

dan ‘kekuatan’ yang memberi-
kan bentuk kepada kehidupan
rakyat Indonesia dalam ber-
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masyarakat, berbangsa, dan
bernegara maka Paradigma Pan-
casila, Wasantara, Tannas dan
Pembangunan nasional menjadi
suatu kebutuhan yang sangat
mendasar.

Stabilitas Nasional, Keaman-
an dan Kesejahteraan Ma-
syarakat

Dalam pengertian paradigma
masa lampau, selalu terdapat
garis pemisah yang jelas antara
kawan dan lawan, dan oleh
karenanya dengan jelas pula da-
pat disusun satu kekuatan na-
sional, baik untuk memperta-
hankan diri sendiri maupun un-
tuk menangkal niat yang tidak
baik dari lawan. Hal itu telah
menanamkan secara psikologis
adanya gambaran tentang
kekuatan-kekuatan fisik yang
berhadapan satu sama lain se-
panjang garis pemisah tersebut
di atas. Dalam perkembangan
selanjutnya hingga saat ini, kita
tidak bisa lagi berpikir dalam
paradigma tersebut di atas, kare-
na semua negara dan semua
masyarakat bangsa telah menja-
di saling terkait dan saling ter-
gantung satu sama lainnya.

Oleh karena itu, paradigma
baru yang harus dikembangkan
adalah “Ketahanan Stabilitas”.
Dalam paradigma yang baru ini
tidak terlalu dipersoalkan ten-
tang lawan atau ancaman.
Akan tetapi yang dipermasalah-

kan adalah risiko dan tantangan.
Hal ini disebabkan karena sete-
lah perang dingin berakhir, tiap
bangsa di dunia ini secara ham-
pir serentak telah menempatkan
kepentingan ekonominya se-
bagai kepentingan nasionoal
yang utama. Akibat dari pada
itu muncullah sederetan tantang-
an terhadap pencapaian kepen-
tingan nasional tersebut. Di sini
tidak lagi kita bicara tentang an-
caman, akan tetapi tentang resi-
ko nasional terhadap kemung-
kinan satu sasaran pemba-
ngunan tidak dapat dicapai
ataupun tercapainya sasaran
hanya sebahagiaan saja.

Sungguhpun dalam era Pe-
rang Dingin ini perdamaian
masih belum menyentuh dan
hadir pada setiap kawasan du-
nia, akan tetapi mengingat pe-
ningkatan kesejahteraan rakyat
serta peningkatan taraf hidup
masyarakat sangat didambakan
dimana-mana, maka secara se-
rentak pula muncul satu kebu-
tuhan untuk menjaga stabilitas,
baik dalam negeri maupun sta-
bilitas lingkungannya. Tidaklah
dapat dipungkiri lagi adanya
hubungan yang erat antara kon-
disi stabilitas dengan pertum-
buhan,

Adanya kebutuhan untuk
menjaga dan menciptakan sta-
bilitas dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan dan taraf
hidup rakyat telah menghasilkan
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satu kenyataan bahwa hal itu
menuntutadanya kerjasama dan
kemauan hidup berdampingan
secara damai. Stabilitas Nasional
mengandung makna kondisi di-
namis berisikan keuletan dan
ketangguhan, menghadapi dan
mengatasi setiap macam distorsi
yang timbul sebagai akibat ada-
nya pilihan dan prioritasi antar
kesejahteraan nasional dan ke-
amanan nasional, meskipun te-
lah kita sadari bersama bahwa
keduanya tak dapatdipisahkan.
Bisa saja dalam tahap terten-
tu titik berat kehidupan bangsa
diletakkan pada keamanan na-
sional. Tetapi titik berat pada
keamanan nasional, tidak berar-
ti boleh mengabaikan sama sekali
kesejahteraan nasional, demiki-
an sebaliknya. Jadi memelihara
stabilitas nasional bukanlah se-
mata-mata memelihara kekuat-
an fisik, melainkan juga kekuat-
an yang mengandung faktor
moral dan spiritual. Stabilitas
nasional tidak hanya bersandar
pada kekuatan dan kekuasaan.
Membangun stabilitas nasional
tidak hanya dapat dilakukan
oleh bangsa dan negara yang
sudah kaya dan maju, tetapi
juga oleh bangsa yang sedang
berkembang seperti Indonesia.
Mengembangkan stabilitas
nasional yang meliputi semua
aspek kehidupan bangsa, diusa-
“hakan melalui terwujudnya ke-
wibawaan nasional yang me-
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mancar ke luar. Wujud konkrit-
nya tidak hanya berupa proyek-
si kekuatan lahir saja, melainkan
satu pancaran kekuatan lahir
dan batin. Kewibawaan me-
ngandung kemampuan me-
ngembangkan daya saing di se-
tiap bidang ketika menghadapi
dunia luar.

Stabilitas nasional harus ber-
sifat dinamis, disesuaikan de-
ngan perkembangan keadaan
internasional dan bangsa sendi-
ri. Kondisi tertentu mungkin
sudah menunjukkan adanya sta-
bilitas nasional yang memadai.
Tetapi kalau diterapkan pada
masa lain, belum tentu kondisi
itu sudah memadai. Oleh kare-
na itu, harus senantiasa diada-
kan penilaian keadaan, baik in-
ternasional maupun nasional,
agar ada perwujudan kondisi
yang tepat. Bagaimana wujud
stabilitas nasional Indonesia
yang ingin dicapai. Selanjutnya
sudah menjadi kesepakatan bah-
wa Pancasila adalah asas dalam
penyelenggaraan kehidupan
bernegara, berbangsa dan ber-
masyarakat, berarti Pancasila
menjadi way of life kita, yang
harus selalu kita pelihara.

Pancasila harus mempunyai
cukup ketahanan untuk meng-
hadapi dan mengatasi seluruh
tantangan. Sudah tetntu tidak
akan tercapai hanya dengan
membicarakan Pacasila secara
muluk. Dalam penataran tentu
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banyak manfaatnya, karena da-
pat membuka pikiran orang se-
cara lebih luas dan mendalam
tentang nilai-nilai Pancasila.
Namun harus diikuti oleh usaha
untuk menjadikan nilai-nilai Pan-
casila menjadi kenyataan hidup
(living realities) dalam masya-
rakat Indonesia.Ketika Pancasi-
la menjadi kenyataan hidup,
tidak tertutup kemungkinan bah-
wa dalam kehidupan bangsa In-
donesia ada kelemahan yang di-
sebabkan oleh interprestasi ter-
tentu terhadap nilai-nilai Pan-
casila. Kelemahan itu, karena
kita selalu membandingkan ke-
hidupan di Indonesia dengan
yang terjadi di luar kita, khusus-
nya dalam hubungan kesejahte-
raan dan keamanan nasional.
Kalau ternyata kondisi dalam
kehidupan bangsa Indonesia ada
faktor-faktor tertentu yang me-
ngurangi kadar kesejahteraan
dan keamanan nasional, maka
kita harus mampu melakukan
reinterprestasi Pancasila. Bukan
ajaran dan nilai Pancasila yang
kita ubah, melainkan interpresta-
si terhadap nilai praxis yang kita
tinjau kembali agar mampu
menghasilkan kondisi yang lebih
sesuai dengan kebutuhan. Oleh
karena itu Pancasila adalah pan-
dangan hidup yang bersifat ter-
buka dan dinamis, dengan de-
mikian Pancasila akan mempu-
nyai ketahanan tinggi terhadap
berbagai tantangan.

Kondisi Riil stabilitas bidang
Politik saat ini

Meskipun demokrasi telah di-
buka secara luas sejalan dengan
bergulirnya proses reformasi,
namun perkembangan sistem
politik dan pemerintahan belum
terarah kepada sasaran optimal-
nya, indikatornya antara lain
belum mantapnya infra dan su-
pra struktur politik, belum ter-
wujudnya aparatur pemerintah-
an yang bersih dan berwibawa,
belum mantapnya komunikasi,
informasi dan media massa ser-
ta adanya euforia demokrasi
yang berlebihan. Partai politik
dan organisasi massa telah tum-
buh dan berkembang, namun
masih berorientasi pada penon-
jolan agama, etnis dan kedaerah-
an, sehingga sangat rawan ter-
hadap kemungkinan terjadinya
konflik yang bernuansa politik
dan Sara.

Banyaknya Partai Politik yang
belum mengakar kepada aspira-
si masyarakat bawah dan terben-
tuknya lembaga perwakilan
rakyat hasil Pemilu yang lalu
relatif belum mapan. Aspirasi
rakyat belum tertangkap, terar-
tikulasi dan teragregasikan se-
cara transparan dan konsisten.
Distorsi atas aspirasi, kepenting-
an dan kekuasaan rakyat masih
sangat terasa dalam kehidupan
politik, baik distorsi yang datang
dari elit politik, penyelenggara
negara, pemerintah, maupun
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kelompok-kelompok kepenting-
an. Di lain pihak, institusi peme-
rintah dan negara tidak jarang
berada pada posisi yang seolah
tidak berdaya menghadapi kebe-
basan yang terkadang melewati
batas kepatutan dan kecende-
rungannya mengarah anarkhis
walaupun polanya tidak melem-
baga dan lebih bersifat kontekstu-
al. Permasalahan politik nasional
berkembang semakin rumit dan
belum ada tanda-tanda penyele-
saian konkrit yang mengarah
kepada berkembangnya sistem
politik berdasarkan prinsip
demokrasi karena masih ada ke-
lompok-kelompok kepentingan
yang ingin menggoyahkan refor-
masi.

Selain daripada itu tugas
penyelenggara negara belum
sepenuhnya mengutamakan ke-
pentingan rakyat karena masih
banyak dijumpai penyimpangan
dan penyalahgunaan wewe-
nang. Meskipun demikian refor-
masi telah menunjukkan hal-hal
yang positif seperti berkembang-
nya kesadaran politik masya-
rakat termasuk pelaksanaan oto-
nomi daerah dan besarnya tun-
tutan demokratisasi. Adanya ke-
bebasan dan keterbukaan yang
telah disalah tafsirkan oleh bebe-
rapa golongan/kelompok terten-
tu untuk memisahkan diri dari
NKRI (Irian Jaya, Aceh dan
- Riau); menunjukkan bahwa ke-
sadaran berbangsa dan bernega-
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ra serta nasionalisme masyarakat
belum kokoh.

Semua peristiwa yang terjadi
di dalam negeri dan bernuansa
isu global (HAM, Demokratisasi
dan Lingkungan Hidup) dapat
menjadi masalah krusial . Untuk
itu peranan hubungan luar ne-
geri menjadi semakin penting
dalam rangka mendukung ke-
pentingan nasional. Permasalah-
an yang dihadapi adalah efekti-
fitas kemampuan diplomasi be-
lum sepenuhnya mampu me-
ngembalikan citra Indonesia di-
mata dunia sebagai negara yang
menghormati dan menjamin hak
asasi manusia, demokratisasi dan
pelestarian lingkungan.

Kondisi Riil stabilitas bidang
Hukum saat ini

Sebagai akibat dari penye-
lenggaraan negara selama ini
pembangunan hukum yang me-
liputi budaya hukum, materi
hukum, lembaga hukum, prasa-
rana dan sarana serta penegakan
hukum berdasarkan nilai-nilai
kebenaran dan keadilan serta
penghormatan terhadap hak-
hak asasi manusia masih mem-
prihatinkan.

Budaya hukum masyarakat
belum didasarkan pada nilai-
nilai rasional, tetapi masih cen-
derung mengikuti sikap-sikap
emosional seperti tindakan main
hakim sendiri.

Selain itu banyak peraturan
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perundang-undangan pening-
galan kolonial yang masih ber-
laku dan adanya peraturan pe-
rundang-undangan yang tum-
pang tindih serta sering berubah-
ubah, dan ketidakjelasan keten-
tuannya, sehingga tidak mampu
menampung dinamika perubah-
an masyarakat yang semakin
kompleks. Langkanya tenaga
pembuat (perancang) hukum
yang profesional mengakibatkan
perkembangan produk hukum
menjadi sangat lambat.

Lembaga penegak hukum
yang meliputi Kepolisian, Kejak-
saan, dan Pengadilan dalam
menegakkan hukum dan keadil-
an belum sepenuhnya mandiri,
demikian pula halnya dengan
aparatur penegak hukum di luar
administrasi negara juga belum
sepenuhnya mandiri; di samping
itu aparatur penegak hukum be-
lum memiliki profesionalitas dan
integritas yang tinggi. Tidak
kalah pentingnya prasarana dan
sarana hukum masih jauh dari
memadai untuk dapat men-
dukung pelaksanaan tugas se-
cara optimal. Kondisi tersebut di
atas juga merupakan konsekuen-
silogis dari tingkat perkembang-
an masyarakat pada semua as-
pek kehidupan yang saling ter-
kait.

Kondisi Riil Stabilitas bidang
Ekonomi saat ini

Ekonomi nasional masih di-

hadapkan pada upaya pemulih-
an kondisi ekonomi yang belum
seluruhnya sehat. Upaya untuk
memperkokoh “good gover-
nance” pada sektor publik dan
swasta, lemahnya sektor keuang-
an terutama subsektor perbank-
an, rapuhnya sektor riil serta
tingginya tingkat pengangguran
dan penduduk miskin masih
merupakan masalah yang rumit.
Selama berlangsungnya krisis,
ekonomi konglomerasi di Indo-
nesia mengalami kehancuran
dan meninggalkan beban berat
yang harus dipikul oleh peme-
rintah dan rakyat Indonesia, se-
mentara usaha kecil dan mene-
ngah, termasuk koperasi dapat
menahan dampak negatif yang
ditimbulkan oleh krisis tersebut.

Pada saat yang bersamaan,
globalisasi ekonomi dan libera-
lisasi perdagangan di samping
menciptakan peluang-peluang
tetapijuga kendala-kendala, ter-
utama bagi Indonesia yang fun-
damental ekonominya lemah.
Sebagai akibatnya, perekonomi-
an nasional sangat rentan ter-
hadap goncangan pasar uang,
membengkaknya hutang luar
negeri, pelarian modal ke luar
negeri dan ketergantungan pada
bahan baku impor. Keadaan ini
turut menggoyahkan keper-
cayaan dunia internasional, ter-
utama para investor, untuk me-
nanamkan modalnya di Indone-
sia.



34

Kondisi Riil Stabilitas bidang
Sosial Budaya saat ini

Kondisi sosial budaya sebagai
hasil pembangunan telah mam-
pu meningkatkan kualitas, me-
ngendalikan kuantitas dan me-
ningkatkan dinamika mobilitas
penduduk. Namun akibat krisis
sosial dan ekonomi yang ber-
kepanjangan sangat berpe-
ngaruh terhadap merosotnya
tingkat kesejahteraan sosial, ke-
sehatan, pendidikan, moral dan
budaya, peran pemuda serta
menurunnya kualitas hidup pe-
rempuan dan belum meratanya
persepsi masyarakat terhadap
jender. Hal ini sangat berpe-
ngaruh terhadap daya saing
sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manu-
sia Indonesia (HDI) masih ren-
dah yang ditunjukkan dengan
urutan ke 106 dari 174 negara.
Adanya konflik sosial yang di-
sebabkan oleh krisis ekonomi dan
gejala ikutannya menyebabkan
adanya kemunduran dalam tata
kehidupan berbangsa dan berne-
gara yang menyebabkan kondisi
kesehatan dan kesejahteraan so-
sial menjadi semakin merosot.
Krisis juga mempengaruhi pe-
menuhan gizi terutama pada
bayi, anak Balita, ibu hamil, ibu
menyusui dan dikhawatirkan
akan menyebabkan terjadinya
“lost generation” di Indonesia.

Adanya kemajemukan bang-
sa merupakan potensi kekayaan
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budaya namun sekaligus juga
merupakan kerawanan terha-
dap potensi timbulnya konflik
yang bernuansa Sara (kasus
Malukuy, Jawa Timur, Kaliman-
tan Barat, Sulawesi Tengah).
Oleh karenanya perlu dibina
dengan baik agar menjadi ke-
kuatan nyata dan dapat diman-
faatkan sebagai daya tarik pari-
wisata. Timbulnya konflik ho-
risontal terutama pada lapisan
bawah mengakibatkan banyak-
nya pengungsi terutama para
transmigran. Hal ini sangat ber-
pengaruh terhadap proses pe-
nyebaran dan pemerataan pen-
duduk serta proses asimilasi
dalam rangka mempererat per-
satuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi ilmu pengetahuan
dan teknologi masih dihadapkan
pada keterbatasan baik jumlah
maupun kualitas sumber daya
manusia, yang mempunyai sikap
mental ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menjauhkan dari
kebutuhan masyarakat yang se-
suai.

Kondisi kehidupan bermas-
yarakat berbangsa dan bernega-
ra belum mencerminkan peng-
hayatan dan pengamalan aga-
ma yang sebenarnya. Hal ini
nampak dengan adanya kesen-
jangan antara perilaku berdasar-
kan norma-norma keagamaan
dengan perilaku kehidupan ke-
agamaan sehari-hari. Pendidik-
an agama belum mampu me-
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ningkatkan akhlak dan moral
bangsa dalam menghadapi per-
ubahan lingkungan strategis
dalam era globalisasi. Akibatnya
kerukunan antar dan antara
umat beragama masih menun-
jukkan kerawanan dan sering
menjadi pemicu gejolak sosial,
demikian pula rendahnya peng-
hayatan dan pengamalan aga-
ma berdampak pada upaya
mewujudkan manusia Indonesia
yang beriman, bertaqwa dan ber-
akhlak mulia serta toleransi ter-
hadap agama lain. Selain itu
dirasakan kurangnya keteladan-
an pemimpin-pemimpin agama,
pemuka masyarakat, pejabat pe-
merintah dalam menyikapi situ-
asi yang berkembang.

Kondisi bidang pendidikan
pada hakikatnya merupakan
akumulasi dari kebijakan pen-
didikan yang kurang memperha-
tikan keseimbangan antara pem-
bekalan keterampilan dan keah-
lian kerja dengan pembentukan
kepribadian bangsa secara kon-
sisten dan berkesinambungan.
Kurikulum dan bahan ajar belum
cukup menampung kebutuhan
wawasan keagamaan, kebuda-
yaan, kemasyarakatan, ling-
kungan hidup, HAM, pengua-
saan Iptek dan jender yang di-
perlukan dalam menghadapi di-
namika masyarakat dan peru-
bahan-perubahan. Pendidikan
belum mengarah untuk merang-
sang kreativitas dalam mengua-

sai Iptek, dalam mengembang-
kan sikap mental yang beretos
kerja tinggi dan berdisiplin, yang
pada gilirannya dapat berpikir
mengenai produktivitas, kualitas,
sistem, dan pelayanan. Pendi-
dikan harus mampu menanam-
kan rasa cinta tanah air, idealis-
me, dan kesadaran kebersamaan
dalam kehidupan bermasya-
rakat, berbangsa dan bernegara.
Pada sisi lain anggaran nega-
ra untuk pendidikan relatif kecil,
kurang terarah dan kemampuan
masyarakat masih rendah. Para-
digma baru pendidikan yang
ingin dikembangkan dalam men-
capai kehidupan masyarakat In-
donesia yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, ma-
ju dan sejahtera belum jelas, se-
hingga mempengaruhi pelaksa-
naan dan kesertaan masyarakat
dalam pendidikan nasional.

Kondisi Riil Stabilitas Bidang
Pertahanan dan Keamanan saat
ini

Kondisi bidang pertahanan
dan keamanan masih dihadap-
kan pada pemulihan tingkat ke-
percayaan masyarakat kepada
TNI dan POLRI sebagai akibat
trauma masa lalu. Di masya-
rakat terjadi penurunan kesadar-
an belanegara. Sementara itu
TNI, masih dihadapkan pada
masih adanya tuduhan pelang-
garan hak asasi manusia, kecil-
nya kuantitas personil dan ka-
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daluarsanya sebagian besar alat
utama TNI, termasuk ketergan-
tungan alat utama dan suku
cadangnya. Hal tersebut berpe-
ngaruh terhadap tingkat keber-
hasilan TNI dalam melaksana-
kan tugas pokoknya. Landasan
hukum baru yang dibutuhkan
TNI dalam menjalankan tugas di
lapangan belum lengkap, belum
baik dan belum mapan. Hal
tersebut menimbulkan keraguan
dalam menjalankan tugas di
lapangan. Kredibilitas TNI se-
bagai salah satu komponen per-
tahanan nasional masih berada
dalam keadaan yang harus di-
tingkatkan lebih intensif.
Tingginya gangguan keaman-
an dan ketertiban masyarakat
yang ditimbulkan antara lain
oleh berbagai bentuk kriminali-
tas, kerusuhan massa, peredar-
an obat terlarang dan narkotika,
menurunnya tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap hukum,
menurunnya ketahanan eko-
nomi, meningkatnya tingkat
pengangguran demikian pula
menurunnya kinerja aparat
keamanan, serta kecilnya kuan-
titas dan kualitas personil mau-
pun dukungan sarana - prasa-
rana sangat berpengaruh ter-
hadap tingkat keberhasilan pe-
laksanaan tugas aparat keaman-
an, khususnya Polri, sehingga
gangguan keamanan dan keter-
‘tiban masyarakat belum dapat
diatasi secara menyeluruh.
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Demikian pula belum sempur-
nanya landasan hukum yang
dibutuhkan sebagai dasar pelak-
sanaan tugas Polri telah menim-
bulkan keraguan dalam pelaksa-
naannya, terutama terhadap ke-
mungkinan terjadinya pelang-
garan HAM. Kondisi ini dalam
kehidupan masyarakat modern
yang demokratis kurang dapat
menampung aspirasi dan tuntut-
an masyarakat yang berkembang
secara dinamis.

Proyeksi Stabilitas bidang Poli-
tik dan Hukum

Stabilitas politik menyangkut
politik dalam negeri dan politik
luar negeri. Politik dalam negeri
merupakan perwujudan sistem
politik atas dasar prinsip demo-
krasi sebagaimana tercantum
dan dijelaskan dalam UUD 1945
dan pasal-pasalnya. Yang men-
jadi inti kehidupan politik dalam
negeri adalah realisasi kedaulat-
anrakyatdalam menyelenggara-
kan pemerintahan Republik In-
donesia dalam rangka mencapai
tujuan nasionalnya. Pada di-
mensi politik dalam negeri, yang
menjadi perhatian kita adalah
bahwa demokrasi berfungsi se-
bagaimana mestinya dan tidak
digoyahkan oleh sistim politik
lain atau pemikiran yang hendak
mengubahnya menjadi sistim
politik yang berbeda.

Desakan dan dorongan tidak
hanya datang dari luar negeri,
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tetapi juga karena usaha bangsa
Indonesia sendiri. Dunia Barat,
selalu menggunakan isu demo-
krasi dan hak asasi manusia un-
tuk menekan Indonesia, maka
untuk menghilangkan tekanan
itu Indonesia harus membukti-
kan bahwa di Indonesia sudah
berlaku dan terwujud kehidup-
an demokrasi dan hak asasi
manusia, meskipun pelaksana-
annya tidak sepenuhnya sama
seperti yang dikehendaki dunia
barat. Demokrasi kita tidak
sepenuhnya sama dengan
demokrasi yang diterapkan di
dunia barat, tetapi inti penger-
tian demokrasi adalah sama,
yaitu berlakunya kedaulatan
rakyat. Perbedaannya terletak
pada pelaksanaan kedaulatan
rakyat itu, yang di Indonesia
mengutamakan musyawarah
dan mufakat di samping meng-
gunakan pemungutan suara.
Mengenai HAM, bangsa Indo-
nesia harus membuktikan bahwa
Indonesia sudah menjalankan
hal itu sesuai dengan nilai sila
kedua. Bahwa pelaksanaannya
tidak sepenuhnya sama dengan
Dunia barat tidak berarti bahwa
Dunia barat lebih unggul dalam
mempraktekkan sikap kemanu-
siaan ketimbang bangsa Indone-
sia. Yang terpenting, untuk me-
negakkan ketahanan politik da-
lam negeri terhadap tantangan
dari luar, adalah implementasi
dari nilai-nilai dan ketentuan

yang sebenarnya sudah dimiliki
bangsa Indonesia, yaitu dalam
Pancasila dan UUD 1945 serta
tak bertentangan dengan HAM
internasional.

Berlakunya secara efektif de-
mokrasi dan kondisi kemanu-
siaan yang baik mempunyai pe-
ngaruh yang positif untuk men-
jauhkan organisasi sosial politik
dari kecenderungan negatif itu.
Partai Politik dapat hidup man-
diri, terutama dalam aspek ke-
uangannya. Pemerintah menun-
jukkan pekerjaan yang sebaik
mungkin, terutama dalam hal
efektivitas menjalankan fungsi-
fungsinya dan perilaku yang ju-
jur dan bersih dari aparatur pe-
merintah (effective, clean go-
vernment and good governance ).

Kekuasaan hukum amat pen-
ting untuk memelihara keper-
cayaan rakyat sesuai situasi dan
kondisi bangsa sendiri. Demiki-
an pula kebebasan disertai tang-
gungjawab kepada kepentingan
masyarakat akan membuat
rakyat lebih suka dengan kondi-
si bangsanya sendiri. Ketahanan
politik dalam negeri sangat
ditentukan oleh pelaksanaan de-
sentralisasi dan pemberian oto-
nomi kepada daerah. Kondisi
sekarang sangat merangsang
perkembangan etnik. Setiap sa-
rana yang dapat mempersatu-
kan bangsa harus dimanfaatkan
untuk menumbuhkan kesadaran
itu, seperti sarana komunikasi,
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transportasi serta kebijaksanaan
pemerintah pusat yang arif bijak-
sana, efektivitas Aparat Kea-
manan dalam menjalankan
fungsinya, terutama fungsi pem-
berdayaan wilayah pertahanan
dan keamanan serta ketertiban
masyarakat.

Politik luar negeri yang bebas
aktif harus tetap dijaga. Tugas
internasional harus dilakukan
bangsa Indonesia sesuai dengan
kehendak UUD 1945. Indonesia
sebagai anggota ASEAN meng-
usahakan agar anggota ASEAN
makin erat hubungannya dalam
semua bidang kehidupan, tanpa
melepas kedaulatan negara ma-
sing-masing. Indonesia harus
tetap berperan penting dalam
Gerakan Non Blok (GNB), Or-
ganisasi Konferensi Islam (OKI).
Sebagai anggota APEC Indone-
sia memperjuangkan agar semua
sasaran yang telah ditetapkan
dapat terwujud pada waktunya.

Proyeksi Stabilitas bidang
Ekonomi

Stabilitas ekonomi merupakan
hal yang sama pentingnya de-
ngan stabilitas di bidang lainnya.
Mengingat persaingan ekonomi
dalam lingkungan internasional
makin keras, maka tantangan
untuk mengadakan kerjasama
ekonomi, kemitraan bersifat se-
imbang dan masing-masing
' mempunyai cukup daya saing-
merupakan suatu keharusan.
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Bila tidak demikian akan terwu-
jud kemitraan yang berat sebelah.
Ekonomi Indonesia memerlu-
kan produktivitas yang tinggi
yang menghasilkan produksi
dalam jumlah yang dapat di-
pasarkan dengan baik baik di
dalam maupun di luar negeri
mempunyai mutu yang tinggi
dan harga yang menarik. Harus
ada distribusi penghasilan yang
cukup merata sehingga kesen-
jangan antara kaya dan miskin
dapat ditekan pada batas ke-
wajaran. Produksi berkembang,
terutama untuk menambah
kesempatan kerja bagi tenaga
kerja yang setiap tahun men-
ingkat sekitar 2 juta orang di-
dukung investasi yang dilakukan
secara teratur. Daya tarik ter-
hadap investor terjamin bila
kekuasaan hukum berjalan, ada
pengaturan pemerintah yang
memudahkan investasi, ada ke-
mampuan bekerja yang bermu-
tu dari tenaga kerja Indonesia
dan suasana masyarakat baik
dan mendukung terpeliharanya
keamanan, ketertiban dan kelan-
caran usaha. :
Peningkatan jumlah dan
mutu hasil produksi harus sela-
lu menjadi perhatian agar ba-
rang buatan Indonesia dapat
menjadi raja di pasarnya sendiri
dan sebaliknya dapat memasuki
pasar bangsa lain. Berbagai po-
tensi alam yang menyediakan
aneka ragam bahan baku serta
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peluang dapat dimanfaatkan se-
cara maksimal dalam peningkat-
an produksi. Harus selalu dija-
ga agar ketergantungan kita ter-
hadap luar negeri tidak berlebih-
an besarnya. Impor sesuai de-
ngan keperluan, harus mempu-
nyai cukup devisa untuk mem-
biayainya. Harus ada peme-
rataan produksi dilihat dari sudut
daerah. Peran teknologi dalam
produksi dan pendidikan di In-
donesia harus ditingkatkan un-
tuk menghasilkan tenaga kerja
yang makin tinggi kecakapan-
nya. Diusahakan agar nilai tam-
bah dalam seluruh proses pro-
duksi meningkat. Tenaga kerja
yang lebih tinggi kecakapannya.

Pemerintah dapat mengada-
kan BUMN yang menjalankan
produksi dengan cara pengatur-
an. BUMN dikelola secara efek-
tif dan efisien sesuai dengan tun-
tutan manajemen perusahaan,
dan tidak menjadi perusahaan
yang manajemennya birokratis
yang kurang efektif dan tidak
efisien. BUMN tidak boleh kalah
tingkat efektivitas dan efisiensi-
nya dari perusahaan swasta.
Harus dijauhkan pemberian mo-
nopoli, karena mempunyai pe-
ngaruh buruk kepada perkem-
bangan ekonomi dan perusahaan
itu sendiri. Yang penting keha-
diran perusahaan kecil dan me-
nengah dalam jumlah besar dan
dengan mutu yang tinggi meru-
pakan mitra yang wajar dari pe-

rusahaan-perusahaan besar.

Harus diusahakan membe-
sarnya ekonomi nasional melalui
pertumbuhan yang tinggi dan
kontinyu. Pemerataan dalam dis-
tribusi kekayaan sehingga kesen-
jangan antara kaya dan miskin
menjadi kecil. Sistim ekonomi
yang digunakan merupakan
kombinasi dari ekonomi berorien-
tasi pasar dan ekonomi dengan
asas kekeluargaan. Ekonomi In-
donesia tidak hanya diserahkan
pada kekuatan pasar saja yang
hanya menguntungkan pihak
yang sudah kuat lebih duly, teta-
pi ada peran pemerintah untuk
melakukan pengaturan yang
menjamin keadilan. Namun
pengaturan pemerintah itu tidak
boleh begitu jauh sehingga meru-
gikan dan menghambatjalannya
ekonomi. Sebaliknya, mendo-
rong tumbuhnya ekonomi na-
sional serta terwujudnya daya
saing internasional yang mema-
dai.

Proyeksi Stabilitas bidang So-
sial Budaya ,
Stabilitas budaya tidak kalah
pentingnya dalam menjamin sta-
bilitas nasional Indonesia. Bah-
kan mungkin ketahanan budaya
lebih penting karena mempunyai
pengaruh besar terhadap sikap
hidup dan perilaku masyarakat
Indonesia dalam melaksanakan
berbagai kegiatan lainnya. Un-
tuk menghadapi penetrasi yang
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agresif dari kebudayaan Barat
harus diadakan pembudayaan
Pancasila yang jauh lebih konkrit
dalam masyarakat Indonesia.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila
dalam seluruh kehidupan bang-
sa. Perkembangan budaya Pan-
casila tidak dapat mengabaikan
budaya Barat. Pancasila harus
mampu melakukan sintese de-
ngan nilai Barat, justru untuk
menjamin kelangsungan Pan-
casila. Penting sekali diadakan
pendidikan terhadap para orang
tua agar dapat menjadi pe-
mimpin keluarga yang baik ser-
ta mendidik dan membina anak-
anaknya dengan semestinya.
Toleransi antar para pemeluk
agama, yang menjadi sifat bang-
sa Indonesia, harus terus dipeli-
hara dan dijaga jangan sampai
dapat dikendorkan oleh usaha
pihak lain yang mempunyai in-
terest tertentu. Semua agama
diberikan kesempatan luas untuk
berkembang asalkan menjalan-
kan ajarannya yang benar dan
mengajak umatnya untuk me-
ningkatkan iman dan taqwa ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, ter-
~ peliharanya moralitas yang ting-
gi, terwujudnya disiplin dan etos
kerja yang kuat. Pelaksanaan
kehidupan beragama tidak boleh
hanya menyentuh kepada sub-
stansi ajaran agama hanya seba-
tas aspek luarnya dan ritual saja
akan tetapi pada aspek imple-
mentasinya. Hal ini penting kare-

na kehidupan antar manusia tak
peduli manusia tersebut meme-
luk agama berbeda akan aman,
tertib dan damai bila masing-
masing pemeluk agama men-
jalankan agama dan keper-
cayaannya di atas landasan ke-
benaran, kebaikan dan ketulus-
an.

Proyeksi Stabilitas bidang Per-
tahanan dan Keamanan

Yang kita tuju adalah satu
kondisi pertahanan-keamanan
yang tidak hanya kuat dari segi
lahiriahnya, tetapi juga mengan-
dung kekuatan batin yang kemu-
dian terwujud dalam bentuk keu-
letan. Syarat ketahanan hankam
adalah hubungan yang dekat
dan erat antara tentara, polisi
dengan rakyat. Kita menganut
Sistim Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta yang memberi-
kan peran penting sekali kepada
rakyat dan TNI serta Polri secara
holistik dan sinergi. Karena itu
hubungan yang dekat dan erat
antara TNI-Rakyat itu mutlak
bagi ketahanan hankam.

Kekuatan rakyat dalam per-
tahanan-keamanan sangat diten-
tukan oleh kondisi stabilitas so-
sial. Kondisi sosial bangsa harus
terjamin stabilitasnya, yaitu se-
suai dengan persyaratan stabili-
tas ideologi, politik, ekonomi dan
sosial budaya. Kalau terjadi per-
pecahan politik yang gawat, ke-
senjangan yang lebar antara
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kaya dan miskin atau pemihakan
yang meluas kepada nilai-nilai
asing pasti tidak ada kondisi so-
sial bangsa.

Dalam lingkungan TNI harus
ada moralitas yang tinggi dan
adanya kepemimpinan yang
memelihara kekompakannya ser-
ta efektivitasnya sebagai orga-
nisasi. Fungsi teritorial harus
pula dilakukan dengan baik se-
hingga hubungan antara TNI
dan masyarakat selalu terpeliha-
ra. Dengan begitu TNI dan ma-
syarakat dapat saling menunjang
dalam arti positif.

Kemampuan untuk menang-
. kal subversi harus senantiasa di-
tumbuhkan. Untuk itu fungsi te-
ritorial TNI harus dijalankan se-
cara efektif dengan selalu
mengikutsertakan rakyat dan
pemuda. Fungsi kepolisian harus
makin mampu mengatasi gang-
guan kriminalitas yang makin
hari makin meningkat kualitas-
nya dan bahkan juga jumlahnya.
Kondisi kriminalitas, secara lang-
sung atau tidak langsung, akan
memepengaruhi tingkat ancam-
an subversi.

Kemampuan konvensional di
darat, laut dan udara untuk
menghadapi kemungkinan an-
caman militer yang bersifat kon-
vensional harus pula senantiasa
dibangun dan dipelihara. Yang
terutama adalah kemampuan
menguasai lautan yang menjadi
wewenang Indonesia, yaitu laut-

an teritorial sampai dengan zone
ekonomi eksklusif. Mengingat
lautan mempunyai makna
ekonomi dan hankam yang
diperlakukan adalah kehadiran
kekuatan laut dan udara setiap
saat meskipun tidak ada ancam-
an dari luar.

Kemampuan menghadapi se-
rangan udara dan peluru kendali
dengan cara pengembangan ke-
mampuan udara dan peroketan
kita sendiri harus pula dijadikan
andalan. Hal ini penting untuk
menangkal ofensif pihak lawan
yang bermaksud untuk melunak-
kan daya tahan masyarakat kita.
Kalau musuh kemudian berhasil
mendaratkan kekuatannya di
wilayah Indonesia, maka kita
harus dapat menghalaunya de-
ngan kekuatan konvensional di
darat. Pendekatan teritorial
dalam pelaksanaannya harus
berbeda dari masa lampau. Un-
tuk itu organisasi teritorial TNI
masih harus melakukan penye-
suaian lebih baik. Persoalan
pokoknya pembinaan teritorial
harus benar-benar bebas dari
anasir penyelahgunaan kekua-
saan dengan dalih sosial politik
TNI. Pembinaan teritorial selain
untuk mempersiapkan kondisi
ruang hidup alatjuang dan kon-
disi juang untuk sewaktu-waktu
siap digunakan untuk kepenting-
an pertahanan juga harus mam-
pu memberi sinergi positif bagi
kepentingan kesejahteraan dan
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mendukung otoritas pemerintah
daerah. Untuk memperkuat ge-
rakan konvensional di darat,
harus pula diadakan pemeli-
haraan dan pelatihan kemam-
puan anti gerilya agar setiap saat
mampu melawan terhadap se-
tiap kedudukan musuh yang te-
lah dicapainya. Perlawanan ge-
rilya diperlukan untuk memung-
kinkan pelaksanaan ofensif pem-
balasan yang memenangkan per-
juangan kita. Ini adalah Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat
Semesta yang merupakan dok-
trin hankam Indonesia.

Konsep Dasar Pembinaan (Ma-
najemen) Stabilitas Nasional
Dinamis

Dalam memecahkan masalah
nasionalnya Bangsa Indoensia
senantiasa menggunakan pisau
analisis Tannas. Melalui pisau
analisis itu sesungguhnyalah
pendekatan keamanan nasional
(national security approach) meru-
pakan bagian yang tak terpisah-
kan dari pendekatan kesejahtera-
an nasional (national prosperity
approach) keduanya menyatu se-
cara integral, dapat dibedakan,
namun tidak dapat dipisahkan.
Tidak ada manusia yang se-
jahtera tanpa adanya keamanan
dan rasa aman demikian seba-
liknya tidak ada manusia yang
merasa aman bila kesejahteraan-
nya hanya angan-angan kosong,
penuh ketidak pastian untuk

mewujudkannya.

Manusia sebagai individu
adalah makhluk yang amat kom-
pleks, sulit diduga perilakunya
karena didalam diari manusia
ada tiga unsur yang saling ber-
interaksi yaitu unsur Id, Ego, dan
Super Ego. Ketiga unsur ini acap-
kali menimbulkan perilaku-peri-
laku yang saling bertolak bela-
kang. Disatu sisi dia mengingin-
kan ketentraman dari orang lain,
tetapi bila dia sendiri menggan-
gu kententraman orang lain
tidak dipermasalahkan oleh di-
rinya. Manusia pada dasarnya
mempunyai potensi untuk me-
lakukan kekerasan terhadap
orang lain, punya potensi untuk
melakukan sesuatu yang meng-
ancam orang lain, ia punya po-
tensi melakukan kekerasan indi-
vidu. Kekerasan ini apabila meng-
himpun dalam kelompok ma-
syarakat disebut kekerasan kolek-
tif. Bahkan sebuah masyarakat
bangsa berpotensi untuk meng-
ancam bangsa lainnya. Secara
alamiah manusia berpotensi un-
tuk mengancam ketentraman
manusia lainnya. Selain itu in-
teraksi antar manusia, interaksi
manusia dengan alam tidak lu-
put dari ancaman terhadap ke-
tentramannya antara lain pe-
nyakit menular, bencana alam,
bahkan perang sekalipun. Pada
kondisinya yang ekstrim gang-
guan yang menimbulkan keti-
dakamanan disebut instabilitas.
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Pembangunan, modernisasi
peningkatan kualitas kesejahte-
raan masyarakat mempunyai
hubungan yang erat dengan ke-
kerasan. Modernisasi yang ter-
lampau cepat, modernisasi yang
timpang dan modernisasi yang
tidak merata senantiasa menim-
bulkan dampak negatif berupa
kekerasan. Kekerasan ini ber-
sumber dari ketidakpuasan, ke-
tidakadilan, kecemburuan dan
frustasi, kelompok-kelompok ini
akan senantiasa berupaya untuk
menutupi kekecewaannya mela-
lui jalan pintas, tidak peduli jalan
pintas itu melanggar norma, eti-
ka hukum bahkan melanggar ke-
tertiban umum dan keamanan
umum. Kekerasan sipil dan ke-
kerasan politik spektrumnya
amat luas, mulai dari kekerasan
individual, kekerasan kelompok
(unjuk rasa) pemberontakan. In-
surjensi, perang saudara dan re-
volusi. Kekerasan politik dapat
pula berbentuk kekerasan oleh
Pemerintah terhadap rakyat atau
sebagian rakyat.

Dari pengertian ini amatlah
mudah untuk dipahami bahwa
keamanan merupakan kebutuh-
an hakiki bagi setiap manusia.
Ditinjau dari logika sosial, men-
jamin dan memelihara keaman-
an merupakan tugas bersama.
Pada level negara bangsa, tugas
tersebut menjadi tugas pemerin-
tah bersama rakyat. Ditinjau dari
perspektif negara bangsa dan

tugas pemerintahan dimensinya
bukan lagi keamanan individu
tetapi bergeser menjadi keaman-
an nasional. Keamanan nasional
(national security) disamping kese-
jahteraan nasional (national pros-
perity) adalah masalah yang
amat mendasar bagi kelangsung-
an hidup (survival) dan perkem-
bangan kehidupan (growth) dari
sebuah negara bangsa (nation
state). Keamanan nasional ber-
kaitan dengan terjaminnya
keamanan dan rasa aman selu-
ruh warga negara dari berbagai
bentuk ancaman yang datang
baik dari dalam negeri maupun
luar negeri.

Menentang pendekatan ke-
amanan adalah sama dengan
menentang hukum alam, karena
rasa aman pada hakekatnya ada-
lah merupakan kebutuhan dasar
setiap makhluk hidup. Dapat
kita pastikan, setiap organisme
hidup, apakah manusia atau bi-
natang, bahkan bagi binatang
dikelas organisme yang paling
rendah sekalipun, selalu memiliki
sistim keamanan masing-masing,.
Pendekatan keamanan (keaman-
an disini bukan semata-mata bi-
lamana terhadap ancaman mi-
liter tetapi bersifat multi dimen-
si) adalah bagian tak terpisahkan
dari pelaksanaan pembangunan
nasional itu sendiri, karena Ke-
tahanan Nasional yang merupa-
kan pendekatan pelaksanaan
pembangunan nasional itu pada
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hakekatnya adalah suatu kon-
sepsi didalam pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan
nasional dan keamanan nasio-
nal disegenap aspek kehidupan
nasional.

Dalam konteks ketahanan na-
sional, kedua aspek itu tidaklah
dapat dipisahkan akan tetapi
merupakan sebuah kesatuan-
yang utuh. Kemantapan kea-
manan nasional akan menjamin
dikembangkannya kemantapan
bidang kesejahteraan nasional,
sebaliknya kemantapan dibidang
kesejahteraan nasional akan
menjamin dikembangkannya ke-
mantapan dibidang keamanan
nasional. Ketahanan Nasional
adalah cara terbaik guna meng-
aktualisasikan pendekatan ke-
amanan dan pendekatan kese-
" jahteraan secara luas dan men-

dalam dalam memenuhi tuntut-
an perkembangan lingkungan
strategik demi kelangsungan
hidup dan perkembangan ke-
hidupan bangsa dan negara.
Dihadapkan pada semakin
langkanya sumber daya, peluang
dan semakin ketatnya persaing-
an tidak sedikit para pihak berke-
pentingan yang menempuh jalan
pintas. Pada posisi inilah men-
jadi amat penting kedudukan
interdependensi masyarakat
dalam bentuk partisipasi ma-
syarakat untuk bersama-sama
' pemerintah mengupayakan ke-
giatan bersama untuk menang-

Jurnal Ketahanan Nasional, XI (2), Agustus 2006

gulangi setiap dampak negatif
tantangan yang muncul. Apa-
bila dalam bela negara masya-
rakat merupakan komponen
dasar maka kata kunci bela nega-
ra haruslah diletakkan pada
pemberdayaan masyarakat. Ma-
syarakat bersama pemerintah
harus bersama, bersatu padu
dengan semangat solidaritas.
Dengan demikian akan timbul
keterkaitan struktural fungsional
strategis yaitu keamanan bagi
individu dan masyarakat serta
keamanan bagi bangsa dan nega-
ra.

Bahwa secara ideal upaya
untuk mewujudkan rasa aman
dan keamanan adalah dari rak-
yat, untuk rakyat dan oleh rak-
yat, namun sesuai dengan per-
kembangan masyarakat peme-
rintah sebagai fasilitator perlu
menempuh tiga tahapan yaitu:
(1) Tahap inisial, yaitu dari pe-
merintah, oleh pemerintah untuk
rakyat; (2) Tahapan partisipa-
toris yaitu dari pemerintah ber-
sama rakyat, oleh pemerintah
bersama rakyat, untuk rakyat;
dan (3) Tahap emansipatif yang
dari rakyat, oleh rakyat, untuk
rakyat didukung pemerintah.

Pada seluruh tahapan itu ma-
ka pemberdayaan masyarakat
dalam rangka memahami,
melaksanakan dan mengaktua-
lisasikan kesadaran bela negara
merupakan faktor yang cukup
menentukan. Pemberdayaan

ki
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masyarakat pada konteks ini di-
harapkan akan mampu melahir-
kan masyarakat yang kondusif
untuk menumbuhkembangkan
daya kerja yang kritis, kreatif dan
inovatif. Dalam hal ini proses
pendidikan dan pembelajaran
kesadaran bela negara sesuai
dengan lingkungan di mana
masyarakat berada dilaksanakan
dalam bentuk dialog interaktif
dan dalam suasana yang demo-
kratis dan terbuka merupakan
tuntutan yang logik. Mengalir
dari uraian diatas ini kiranya
dapat disimpulkan bahwa ke-
amanan disamping kesejahte-
raan adalah kebutuhan hakiki
umat manusia. Oleh sebab dalam
memecahkan masalah kehi-
dupannya, pendekatan keaman-
an melekat padanya. Kekacauan
penafsiran tentang pendekatan
keamanan biasanya timbul dari
kurang adanya pemahaman
akan perbedaan antara pende-
katan keamanan dengan pende-
katan militer terutama karena
dicampuradukkan dengan “mi-
literisme”.

Manajemen Perubahan (Ma-
nagement of Change) sebagai pi-
lihan pembinaan stabilitas di-
namis

Perubahan adalah alamiah,
namun demikian perubahan
yang baik adalah perubahan
yang direncanakan (planned
change), perubahan yang tidak

diinginkan adalah perubahan
yang tidak terencana (un planned
change). Oleh karena itu, dengan
kecerdasan manusia dan bantu-
an ilmu pengetahuan dan tek-
nologi perubahan sedapat mung-
kin berlangsung melalui peren-
canaan yang memadai, dengan
perkataan lain dengan manaje-
men perubahan.

Meskipun kecerdasan manu-
sia dengan bantuan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dapat di-
jadikan instrumen pengendali
perubahan, namun pada masya-
rakat yang sedang berkembang,
perubahan ditanggapi secara be-
ragam, bahkan sering menimbul-
kan kondisi anomi. Kondisi anomi
ditandai oleh ditinggalkannya
nilai dan norma lama sedangkan
norma baru belum secara mapan
melekat pada kehidupan masya-
rakat. Kondisi anomi merupakan
kondisi yang paling kritis dan la-
bil, sangat mudah dipengaruhi
oleh emosi yang terbakar karena
agitasi dan provokasi, pada gi-
lirannya dapat menimbulkan pe-
rilaku agresif, destruktif, anarkhi
dan nihilis.

Perubahan terencana me-
nerapkan prinsip metamorphosis,
perubahan secara bertahap (in-
cremental), yang telah baik tetap
dipertahankan yang tidak baik
dibuang atau diperbaiki dengan
demikian perubahan terencana
senantiasa menghindari gon-
cangan-goncangan yang menim-
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bulkan resiko besar. Dinamika so-
sial yang dikendalikan, memper-
tahankan kesinambungan (sus-
tainabillity) dan memelihara per-
cepatan (akselerasi), dengan de-
mikian kecepatan perubahan
diatur melalui rekayasa peru-
bahan dan peranan pengatur
akselerasi (Kopling) merupakan
kata kunci dari sustainability.
Manajemen perubahan pada
dasarnya dapat dikelompokkan
ke dalam dua kategori, yaitu: (1)
Keadaan normal apabila semua
unsur utama perubah (variabel
perubah) dapat dikendalikan
dengan manajemen normal,
prosesnya normal dalam arti
tidak mengalami goncangan-
goncangan yang berarti dan (2)
Keadaan krisis apabila unsur uta-
ma perubah (variabel perubah)
tidak dapat dikendalikan mela-
lui manajemen normal dengan
perkataan lain harus menerap-
kan manajemen krisis, bila diper-
lukan menggunakan kekuatan
pemaksa, dilakukan secara cepat,
tepat (terukur) dan terpadu, bila
perlu melakukan mobilisasi
umum, untuk mengembalikan
kondisi krisis menjadi normal
kembali. Oleh karena itu mana-
jemen krisis harus diselenggara-
kan dalam waktu sesingkat-
singkatnya (menghindari kecen-
derungan berlarut-larut).
Manajemen perubahan dan
perubahan terencana memerlu-
kan adanya power tertentu agar
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sasaran perubahan dapat terca-
pai sesuai rencana dan masya-
rakat mempunyai derajat ke-
patuhan karena power pada
hakikatnya adalah unsur pene-
kan/ pemaksa (Pressure/Coersive).
Namun demikian penerapannya
disesuaikan dengan tingkat per-
kembangan masyarakatitu sen-
diri, semakin baik perkembang-
annya semakin lemah unsur pe-
nekan/pemaksanya. Oleh kare-
na itu, kadar penggunaan power
dapat dibedakan ke dalam tiga

kategori yaitu: (1) Coersive power

diterapkan untuk membangun
dan menegakkan kepatuhan ma-
syarakat kepada pemegang ke-
kuasaan/ pemerintah dalam me-
melihara ketertiban masyarakat
(good order) melalui penegakan
disiplin yang ketat, (sering meng-
arah kepada penebaran rasa
takut) dengan demikian derajat
pengendalian bersifat reaktif/
represif; (2) Utility Power diterap-
kan untuk mempertahankan ke-
patuhan masyarakat kepada pe-
megang kekuasaan/ pemerintah

dalam memelihara ketertiban -

masyarakat (good order) melalui
pengembangan sinergi kepen-
tingan yang saling menguntung-
kan dengan demikian derajat
pengendalian bersifat proaktif;
(3) Legitimate Power diterapkan
untuk mengembangkan kepa-
tuhan masyarakat kepada pe-
megang kekuasaan/ pemerintah
dalam memelihara ketertiban

e ssonibinddd
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masyarakat (good order) melalui
pengembangan sinergi kepen-
tingan yang saling menguntung-
kan dan mengembangkan kesa-
daran dan prakarsa masyarakat
akan arti pentingnya kultur so-
sial yang beradab, dengan de-
mikian derajat pengendalian ber-
sifat preventif partisipatif.
Mengalir dari logika di atas
pilihan upaya perubahan teren-
cana, antara lain: (1) Manage-
ment by Power pada konteks ini
pengendalian dalam rangka
mengarahkan perubahan kepa-
da sasaran yang direncanakan
mengutamakan pendekatan ke-
kuatan (Coersive). Instrumen ke-
kuasaan yang sering digunakan
adalah instrumen militer. Strate-
gi ini relevan digunakan untuk
mengendalikan perubahan pada
kondisi masyarakat yang meng-
alami kekacauan (Chaos), kekua-
saan diperlukan untuk mengen-
dalikan kondisi chaos agar kem-
bali menjadi kondisi tertib dan
memungkinkan kelancaran ja-
lannya pembangunan di ber-
bagai aspek kehidupan. Syarat
utama strategi ini adalah bersi-
fat sementara, dengan perkataan
lain harus menghindari kecen-
derungan menjadi permanen,
sebab kecenderungan menjadi
permanen akan menimbulkan
otoritarianisme, oleh karena itu
tidak cocok dengan kecende-
rungan perkembangan demokra-
si; (2) Management By Law and

Education pada konteks ini pe-
ngendalian dalam rangka meng-
arahkan perubahan kepada
sasaran yang direncanakan
mengutamakan pendekatan
penegakan hukum (supremasi
hukum) dan pendidikan kesa-
daran hukum masyarakat pada
umumnya (termasuk aparat pe-
negak hukum). Strategi ini dite-
rapkan segera setelah managemen
by power (setelah kondisi masya-
rakat kembali normal) atau rele-
van diterapkan bagi masyarakat
yang telah berada pada kondisi
tertib dan tingkat peradaban
masyarakat telah dewasa (Civi-
lized Society). Pada kondisi ini
tugas pemerintah lebih dititikbe-
ratkan pada segi regulasi dan
kontrol terhadap aspirasi, eks-
presi dan eksistensi masyarakat;
(3) Management by Social Culture
pada konteks ini pengendalian
dalam rangka mengarahkan pe-
rubahan kepada sasaran yang
direncanakan mengutamakan
kesadaran masyarakat dan par-
tisipasi masyarakat tentang tang-
gung jawab, kewajiban dan hak
asasinya terhadap pemeliharaan
keamanan dan ketertiban
masyarakat. Pada kondisi ini tu-
gas pemerintah lebih dititikberat-
kan pada segi fasilitasi dan kon-
trol terhadap aspirasi, ekspresi
dan eksistensi masyarakat.
Manajemen pemerintahan
dalam rangka pemeliharaan sta-
bilitas nasional dinamis dihadap-
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kan pada berbagai kemungkinan
kondisi stabilitas yang berubah
sebagai berikut: (1) Kondisi sta-
bilitas nasional berada pada kon-
disi normal, pada kondisi ini
manajemen pemerintahan dise-
lenggarakan dengan manajemen
normal, seluruh fungsi pemerin-
tahan diselenggarakan oleh
Dept/ LPND/Pemerintah Dae-
rah sesuai dengan fungsi dan ke-
wenangan masing-masing. Koor-
dinasi keterpaduan antar instansi
terkait diselenggarakan melalui
Forum Kabinet; (2) Kondisi sta-
bilitas nasional berada pada kon-
disi krisis, pada kondisi ini mana-
jemen pemerintahan harus me-
nerapkan manajemen krisis de-
ngan tahapan: (a) Manajemen
krisis tingkat sektoral apabila
fungsi pemerintahan mengalami
kelumpuhan secara sektoral.
Pada tingkat pusat yang meng-
ambil aksi berdasarkan manaje-
men krisis adalah Departemen/
LPND yang bersangkutan, sete-
- lah Menteri/Kepala LPND yang
bersangkutan menerapkan ma-
najemen krisis, diakomodasikan
melalui Unit Pengendali Krisis
Sektor (UPKS). Oleh sebab itu,
pada Dept/LPND dan Pemda
- harus selalu melekat fungsi

manajemen krisis dan fungsi ini

menjadi aktif apabila fungsi pe-

merintahan mengalami kelum-

puhan secara sektoral; (b) Mana-
- jemen krisis lintas sektoral/ mul-
. tidimensional apabila fungsi pe-

merintahan mengalami kelum-
puhan pada dua sektor atau le-
bih. Pada tingkat pusat yang
mengambil aksi berdasarkan
manajemen krisis adalah Unit
Pengendali Krisis Tingkat Pusat
(UPKP) yang dinyatakan status
aktifnya oleh Sidang Kabinet.
UPKP pada dasarnya adalah
Badan Fasilitas Staf yang mem-
bantu Presiden dalam pemecah-
an masalah dan pengambilan
keputusan segera dalam menang-
gulangi krisis yang terjadi. Pada
tingkat sektor kegiatan manaje-
men krisis tetap berfungsi sesuai
sektornya masing-masing, di-
koordinasikan oleh UPKS, demi-
kian pula pada tingkat daerah.
Pada kondisi ini UPKP dapat
membentuk Tim Asistensi/Sat-
gas untuk memperlancar koordi-
nasi pengendalian krisis; () Ma-
najemen krisis kewilayahan,
pada kondisi ini Pemerintah
Daerah yang bersangkutan meng-
ambil aksi untuk menanggulangi
krisis dengan menerapkan mana-
jemen krisis yang diakomodasi-
kan dengan membentuk Unit
Pengendali Krisis Daerah (UPKD).

Manajemen perubahan ada-
lah salah satu metoda pemeli-
haraan stabilitas nasional dina- -
mis yang cukup relevan untuk
dipilih. Dengan pilihan ini maka
penentuan status keadaan apa-
kah dalam keadaan tertib atau
darurat akan dapat ditetapkan
tingkatan pengerahan sumber-
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daya agar mampu mendukung
sasaran pengendalian status
keadaan apakah dalam keadaan
darurat atau status keadaan
lainnya.

Penutup

Demikianlah pokok-pokok pi-
kiran tentang pembinaan stabili-
tas nasional dinamis melalui
manajemen perubahan. Semoga
bermanfaat bagi yang membu-
tuhkannya.
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